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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN MINAHASA SELATAN 

NOMOR : 261/HK.03.1-Kpt/7105/Kab/VIII/2020 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENERIMA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN 

PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA 

INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MINAHASA SELATAN 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang 

menyatakan bahwa KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai 

dengan tingkatannya menerima laporan dan/atau pengaduan 

dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode 

Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang 

dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-

Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan 

Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, 

dan/atau Pakta Integritas  Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara; 

c. berdasarkan … 

SALINAN 
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c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pembentukan 

Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode 

Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 

Selatan; 

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Undang-undang  Nomor   1   Tahun   2015   tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor  1 Tahun   2015  tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota   menjadi   

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, … 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota; 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-

Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan 

Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, 

dan/atau Pakta Integritas  Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan … 
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Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara; 

 

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 

Nomor : 116/PK.01-BA/7105/Kab/VIII/2020 tentang Pembentukan 

Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, 

Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan Pakta Integritas Di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA 

SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA LAPORAN  

DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE 

PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA 

SELATAN.  

KESATU : Membentuk Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan 

Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta 

Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Minahasa Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana 

tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini; 

KEDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Tim Penerima Laporan dan/atau Pengaduan Pelanggaran 

Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan 

yaitu : 

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan yang diajukan oleh : 

a. Penyelenggara Pemilu; 

b. Peserta Pemilu; 

c. Pemantau Pemilu; 

d. Tim Kampanye; dan/atau 

e. Masyarakat dan/atau pemilih. 

2. Memeriksa kelengkapan laporan dan/atau pengaduan, sebagai 

berikut : 

a. Identitas lengkap pengadu/pelapor; 

b. Identitas teradu/terlapor; 

c. Uraian … 
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KETIGA 

 

 

KEEMPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

 

: 

 

c. Uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 

teradu/terlapor; 

d. Permintaan kepada KPU Kabupaten untuk menangani 

dugaan  pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara 

atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;dan 

e. Alat bukti. 

dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan 

yang berlaku. 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, 

dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020; 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Amurang 

pada tanggal  12 Agustus 2020 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 
 

ttd 
 

ROMMY H. SAMBUAGA  
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN MINAHASA SELATAN                         

NOMOR: 261/HK.03.1-Kpt/7105/Kab/VIII/2020 
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENERIMA LAPORAN 

DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE 
ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN 

PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA 
SELATAN 

 

 

 

 

 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN  

TIM PENERIMA LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN PELANGGARAN KODE 

ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN PAKTA INTEGRITAS  

 

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM 

TIM 

1 Rommy H. Sambuaga Ketua KPU Kabupaten Pengarah 

2 Maya Sarijowan Anggota KPU Kabupaten Pengarah 

3 Fadly Munaiseche Anggota KPU Kabupaten Pengarah 

4 
Christiani E. P. 
Rorimpandey 

Anggota KPU Kabupaten Pengarah 

5 Yurnie Sendow Anggota KPU Kabupaten Pengarah 

6 Hermina H. R. Kotulus 
Sekretaris KPU 

Kabupaten 
Ketua 

7 Juwita R. Kasenda 
Kepala Sub Bagian 

Hukum 
Sekretaris 

8 Vanda Surentu 

Kepala Sub Bagian 

Keuangan, Umum dan 
Logistik 

Anggota 

9 
Andi Ardiana Islamia 

Poetri 

Staf Pelaksana Sub 

Bagian Hukum  
Anggota 

10 Radix Sumarab 
Staf Pelaksana Sub 

Bagian Umum 
Anggota 

 

Ditetapkan di Amurang 

pada tanggal 12 Agustus 2020 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, 
 

ttd 

 

ROMMY H. SAMBUAGA 


